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BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS

PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Bengkalis dilaksanakan Program Pemberdayaan Desa yang
menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai
pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan
kesejahteraan masyarakat ;

bahwa Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa, sebahagian
ketentuan-ketentuannya tidak sesuai lagi dengan tujuan program
pengembangan perekonomian masyarakat, untuk itu perlu ditinjau
kembali dan dilakukan penyempurnaan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan b diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang
Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan
Kabupaten Bengkalis.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1546);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);,




tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun |

."Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentahg Pémerlntahan i
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik -
‘Indonesia tahun 2008 Nomor. 59, Tambahan Lembaran Negara

: Republlk Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang - Nomor 33 - Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Pemerinahan Daerah |

"~ (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone3|a Nomor 4438)

.~ Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan - Perundang- undangan (Lembaran ‘Negara Republik

Indonesia tahun 2011. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara =

Republik Indonesia Nomor 5234) ; v
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan -

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

- Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986

- Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone3|a Nomor
- 3331); 8 L o ,

- 10.

Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan .

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik - |

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara i

3 Republik IndoneS|a Nomor 4502)
11,

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaanl
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 :

- Republik Indonesia Nomor4578)

12,

Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa«;.f'-‘
~(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ‘Nomor 159,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

13,
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160,
14,

15,

18,

Peraturan Pemenntah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesua Nomor 4579)

Peraturan Pemerintah: Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman -

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah«,
(Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2005 Nomor 165);

Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerlntah (Lembaran Negara -

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran j[
Negara RepubhklndoneS|a Nomor4814) - :

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang - Pembaglan
Urusan Pemerintahan antara ‘Pemerintah, Pemerintahan Daerah -
(Prov1n3| ‘dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran S
Negara Republik IndoneS|a Tahun 2007 Nomor 82);

7.

Keputusan PreSIden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komlte

o _:Penanggulangan Kemlsklnan



g Menetapkan

18.

19.

20.

Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ‘Pedoman Pengelolaanr

‘Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten S
“Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008l o

Nomor 07)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan ‘Keuangan. Daerah (Lembaran -

Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

iMEMUTUS‘KANzi -

 PETUNJUK TEKNI_S_ PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA KABUPATEN o

BENGKALIS

Pasal 1

Slstematlka Petunjuk Teknls Program Pemberdayaan Desa Kabupaten '

N -

NoO O AW

B Bengkalls terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN O I ‘
‘BAB IIl.  JENIS KEGIATAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA

VBAB III ALUR KEGIATAN PPD . ,
BAB IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU PPD
BABYV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

BAB VI PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH

BAB v‘| PENUTUP.

» _'P’asalz o

, Slstematlka sebagalmana dlmaksud pada Pasal 1 merupakan baglan B
'yang tldak terplsahkan dar| Peraturan Bupatl ini. L

: Paéa|3 e

v.PeIaksanaan Program Pemberdayaan Desa - dalam melakukan»

Operasionalnya dlwajlbkan menglkutl prosedur dan mekanlsme yang
tertuang dalam Petunjuk Teknis ini. . : :




Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjukan Teknis Program
Pemberdayaan Desa Kabupaten Bengkalis dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 1> apein 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

Nt

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 13




